





Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Prosedur kewajiban divestasi saham di  sector pertambangan berdasarkan 
PP No. 77 Tahun 2014 masih belum sepenuhnya sempurna karena 
terdapat beberapa ketentuan yang dapat memunculkan konflik, yaitu 
tentang ketidakpatuhan pemegang KK untuk mengikuti prosedur yang 
telah ditetapkan dalam PP ini. Hal ini terjadi karena para pemegang KK 
bersikukuh bahwa KK bersifat nail down yang artinya tidak mengikuti 
perkembangan hukum positif yang ada. Oleh karena itu, pelaksanaan 
kewajiban divestasi sesuai yang terdapat PP No. 77 Tahun 2014 menjadi 
terkendala. Sementara itu, pembatasan jangka waktu pengulangan 
pelaksanaan kewajiban divestasi saham di sector pertambangan yang 
ditentukan maksimal 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat 
(2) dan (3) Perka BKPM juga berpotensi memicu konflik yang dapat 
menyebabkan iklim investasi menjadi lesu.  
2. Kewajiban divestasi saham di sector pertambangan dalam Pasal 97 PP 
No. 77 Tahun 2014 sudah mengarah kepada pengembalian kekuasaaan 
negara di sektor pertambangan walaupun belum optimal. Dikatakan 
demikian karena kewajiban divestasi tersebut masih berorientasi kepada 




usaha pengembalian kekuasaan negara. Pasal 97 PP No. 77 Tahun 2014 
mengatur besaran jumlah saham yang wajib didivestasikan secara 
bervariasi. Variasi dalam jumlah saham yang wajib didivestasikan 
cenderung menutup kesempatan peserta nasional untuk memiliki saham 
mayoritas. Orientasi kewajiban divestasi saham di sector pertambangan 
yang masih terbatas pada peningkatan penerimaan negara menempatkan 
pihak nasional hanya sebagai peserta dalam pengusahaan pertambangan, 
sementara pihak asing sebagai penyelenggara (pemilik dan penguasa). Di 
sisi lain, variasi besaran divestasi ini terjadi karena adanya pertimbangan 
kemampuan peserta nasional dalam membeli penawaran divestasi 
tersebut. Hal ini membuktikan  bahwa kewajiban divestasi saham di 
sector pertambangan minerba sudah selaras dengan kehendak Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945 namun belum cukup optimal untuk mengakomodir 
kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya 
kekuasaan negara terhadap bidang pertambangan. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan 
adalah  sebagai  berikut : 
1. Prosedur pelaksanaan kewajiban divestasi saham di sector pertambangan 
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perlu direvisi yaitu 
dengan memasukkan klausul renegosiasi agar para pemegang KK 
tersebut dapat patuh dengan hukum positif yang ada. Sementara itu, untuk 







melesu pembatasan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 108 ayat (2) 
dan (3) Perka BKPM sebaiknya diganti bukan lagi berdasarkan waktu, 
melainkan berdasarkan jumlah  pengulangan pelaksanaan divestasi.  
2. Pengaturan kewajiban divestasi saham perlu direvisi dengan tujuan 
mengembalikan kekuasaan negara  di bidang pertambangan minerba.. 
Pengaturan jumlah saham yang wajib didivestasikan sebaiknya tidak 
menggunakan adanya variasi imbangan saham yang harus didivestasikan, 
melainkan disamakan menjadi minimal 51% agar usaha pengembalian 
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